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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ES4

Menimbung

bengingat

WALIKOTA METRO,

Braliwa dengan telah terbentuknya Kota Metra sebapai
Draerah Otenom, dalam penyelengmaraan Oroomi
Daerah perly mengatue Punguten Dacrah sebagsai
simber Pendupatan Asli Daerab yang menipakan
salah saty penunjung Pembangunan Drersh:

hahwa dengan bertumbuh kembangnyu pembangunan
diwilayah Kole Metro, maka pemerinteh Jacrah periu
menatd dan disesuaikan dengan Rencana Tata Koda
dengan mempertimhangkan aspek keadaan
lngkungan, keamanan, kesehalwn. keselarasan,
kenyvamanan dan keindahan;

biliwa berdasarkan pertimbangan schagaimaena
dimaksud buruf a dan b senu sesuai dengan Pasal 82
ayat (2} Undeng-undang Womor 22 lahyn [000
dipandang perlu membeitub. Peraturan  Daeroh
Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

Undang-undang Nomor 15 Tahun 960, toncang
Pokuk-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960
Mowor 104, Tambahan Lembaran Negara No, 2043 )
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Undang-undang Nomor 49 Pep. Tahun 19460, fentang
Panitia Urusan Piutang Megara {Lemburan Negara
Tahun 1960 Momor 156, Tambahan |.embaran Megara
Mo Z144);

Undang-undang Nomod 13 Tahun 2980, rentane Julun
(Lembaran Negara Tehon 1980 No. 83, lambalus
Lembaran Negar Nomar 31167,

Undang-undang Nomor & Tahun 1981, tentang
ITukum Acara Pidaga (Lembaran Mepara Tahun 19§
Mamor 76, Tambahan Lembaran Negara Na, 3209

Undang-undang Nuwmnor 23 Tahun 1997, EEntang
Pengelolsan Lingkungan Ilidop {l.embaran Megara
Tahun 1997 Nomor 63, Tambahan Lembaran Neaarm
Noinor 3669

Undang-undang Nomar 12 Talun 1999, Tedtan
Fembentlukan Kabupalen Dati 1T Way Kanan,
Kabupaten Dati IT Lampung Timur, dan Kotamadys
Drati I Metro {Tembaran Negara Tahuo 1999 Ma. 46,
Jambxabin Lembaran Megara Nomor 35255

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, fenlan:
Femennluhan Daeral (Lembaran Negara Tahun 1999

Momor 60, Tamhalan Lembaran Neparn MNomar
TR

Peraturan Femerintaly No. 27 Tahun 1983, tentang
Pelaksanaan Undang-undang Momor § Tahon 1981
terlang Hukum Acary Pidana (Lembaran Megam
Iahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembann Negara
Mo 3258)

Feruluran Permerintah Nomar |3 Tahun 1987, Terilamr
I7in Usahie Industi {Lembaran Megara tshun 1987
MNomar 213,
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Peraluran PFemerintah Nomor 14 Talon 1057, feitange
Penverahan Schagian Urusan Pemerintah dibidanz
Pekecjaan Umum kepada [aeeali TE 0 (Lembaran
Megura Tahun 1987 Momar 23, Tambahan | embacan”
Negara Moamaor 33692 )

- Peraturan Pemerintah Momor 25 Tahun 2000, lentang

Kowenaugan Pemerintal dan Kewenangan Propinsi
sebagal Daerah {CHonom (Lembaran Mepars Tabug
2000 Nomor 54, Tambuhan |.enybaran Newgars Nomor
J952Y;

Eepumszan Presiden Momar 33 Tabun 1989 Jo 1o 08
Tuhun 1993 tenlung Kawasan Industri:

Keputusan Presiden Nomoer 44 Tahun 1999 lentang
leknik Penyusunan Peraturan Ferundang-undangan
dan Benluk Rancangan Undang-undang, Rancangai
peraturare pemerintali dan Rancampan  Keopumsan
Presiden:

- Peraturan Mentcri Dalern Negeri Nomor 41 Taln

1982, tentang Pedoiun Penyusunan Reocana Kota:

- D'eralursn Menteri Dalam Negeri Momor 7 Tahun

1993, tontang izin Mendirikan Bangunan dan Lzin
Undang-undang Crangguan bagi Perusahaan Industri;

Poratwan Menteri Dalum Megeri Momor 4 Tahien
1987, tentang Penyidik Pengawai Meges Sipil di
Lingkungan Pemerintah Dagcah;

. Reputusan Menteri Kchakiman Nomor M.04

PW.OT03 Tahuo 1984 wontang Wewenang penvidik
Pegawai Negert Sipil:

Keputusan Menteri Dalan Weeeri Nomor 71 Tahig
1999, tentang Fedoman Pengelolaun dan
Pengusahaan Sarang Burung Walet.
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Dengan persets juan
. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO
MEMUTUSEKAN :
Menctapkan : PERATURAN DAERAI KOTA METRD TENTANG
RETRIBUSHZEIN MENDIRIK AN BANGUN AN,
BAE 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Lyalam Peraturan Dacrah inivang dimaksud dengan :
a4, Daerah adalah Daerah Kole Mciro.

b. DPRDadalah Dewan Perwakilan Rakyvat Daerah Kota Metra,

c.  Pemenintah Diaeral adalah Kepals Daerh beserta Perangkat Daerah
{Hanom ving lain sebagai Badan Eksekutit Dacrah,

d.  Kepala Daceah adalah Waltkota Merro.
e, DPejabut adalah Pegawai vany diberi tugas tertentu di bidang Retribusi
Diwerably sesoar dengan Peraturan Perandang-undangan Dacral v

berlaku.

[ Dinasadalalh Dinas Pekerjaan Umum Kota Metro.
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Lepala inas aduluh Kepala Dines Pekerjaan Umnum Kota Metro.

Lein Mendirikan Bangunan {IMD) adalah Tzin vang diberikan dalam
rangka Mendirikan Banpunan sccara [sik herdasarkan Persturan
Perundang-undangan vang herlaky.

Retribusi adalah biava iein Mendirikan Bangunan {IMD) yang dihitung
berdasarkan luas bangunan secara fisik, bimva 1.opes dan biaya
pembuztan Plat Nomor IMB.

Plat Nomor Uin yang terbuat dari plat persegi panjang yane dipasang
di tempat yang muodah terlihal di Kumah yvune sudah ada Lein
Mendirikan Bangunannya,

Banzunan adalal seliap Susunan sesuuto vang berdiri di atas ranah atay
tertumpy pada batu-batuan landasan denpan susunan dimaksid
berbentuk suam Ruangan vang teebertas selurohiya atau sehagian,

Surat Pemberitahin Retribusi Daeraly, adalah Sumt vang digunakan
aleh Wapik Retribusi untuk melaporkan perhitunean dan pembiyiran
Retribusi yang terhutang menurut Peraturan Retribusi,

Wank Retribusi adalah orang pribadi atau badan VAR menurot
Peraturan  Perundang-undangan Retribusi diwajibkan wntuk
melukukan  pembayeran  Retribusi, termasuk pemunsutan atau
pemotongan Retribusi Dasruh.

Masia Retribusi adalah suatu jangka waktu termenty wang menpakan
bulus waktu bagi Wajib Retribusi untek memanfaatian Jasu atan
pelayanan tertentu dari Pernerintah Dacrah Kota Metro,

Sural Ketetapan Relribusi Daerah (SKRM adulah Surat Keputusan
yang mepentukan hosarnya jumlah K etribusi.

Jurat Tagihan Retribusi Daerah (STRIY) adalah Surat untik melakuakan
Retriburi dan ataw sanksi administrasi berup bunga atau denda.
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Numor Pokok Wajib Pajak Retribusi [aerah {NPWPRIY) adalah
Momar Wajib Retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap
Wajib Retribusi.

Perhitunezan Eotribusi Daerah adalah Perincian besarnya Retribusi
vang harus dihayar oleh Wajib Retribusi {WER) baik Pokok Retribusi,
bunga kckurangan pembayaran Retribusi, kelebihan pembayarin
rerribiesi, imaopun sanksi administrasi,

Surat Kefetapun Retribusi Daerah Kurang Bavar (SKRIDKE] adalah
Surat Keputusan vang mencantumkan Jomlah kelehihan I'ernbuvaran
Rewibusi karepn jumlah Kredit Retribusi bebil besar daripada
Retribusi vang terutang dan ridak seharusmya terlulans

Sural Ketetapan Retribusi Dacrah Kurang Bayar (SKRDED) adalah

Sucal Keputuzan yang memutuskan besarnyva Reoibusi Deerah YANg
lerutang.

Sural Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bavar Tamhbahan
(SKRDKRT) adalah Surat Ketelupan yang menentukan tambalian atas
Jumlah Retribusi Daerah vang telah diteta phiim.

Kas Duerah adalah Kas Dacrah Kota Metro.

Bank adafall Benk yang ditumjuk Pemerintah Dacrah wituk lempat
pembayuacan Hetribus.

BAE II
NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Paszal 2

Dengun nama Retribus: IMB dipungut Retribusi jzin Mendirikan Bangunan
{IMB).

Pasal 3

Cibyek Retribusiadalah setiap jenis bangunan yung dibangue'didirikan,



jdih.metrokota.go.id
BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

o I
Pasul 4

Subyck Retribusi adalah setiap orang pribadi atas Baden Hukugn wanp akan
mendirikan bangunan,

BAR IIT
GOLONGAN RETRIBUST
Tasal 5

Crodangan Retribusi IMB sebagamana dimaksud Pasal 2 Peraturan Dacrah
inj adalah termasuk Golongun Retribusi Perizinan tertenty,

BAR IV
JENIS, FUNGSL KLASTFTIKASI DAN PERSYARATAN BANGT NAN
Bagian Pertama
Jenis Bangunan
Pasal &
Jenis Banguon dulam Wilayah Kota Meteo adalah -

1. Rumahtempattinggal dan sejeniznva,

2, Samnapendidikan.

3. DBungonan Tempat Usaha.

1 Banpunan lempat Industri.

5. Banpunan Sosial

th.  Banpunan Sarang Olah Rags.

Bangunen Perkantoran.

8. Baogunan Peternakan.

Y. Bangunan Budidaya walet dan sejenisoye.

1, Bangunan Tower, Menara air.

1. Banpnman Pagar. Teras, Lautai jemur, Dermasy Kapal, Kolem
Penampungan Air Limbah Industyi dan bangunan lainnya vang bersifat
perunjung Bangunan Utama.

1Z. Bangunun Sarana Ibadah.
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Baugian Kedun
Fungsi Bangunan

Pagal T

Tenis-jenis bangunan sehapaimana dimaksud Pusal 1 di alas dapat
digolongkan dalam fiungsi sebagai berikuyt -

Hangunin fungsi 1 {satu) adalah banguoan wvang herfunest dan atan
dipergunakan unluk tempar tingaal baik bangunzn permanen maupun
Fan gLiin semi pormanet,

Dangunan fungsi [T {dua) adalah bangunan wanpe berfiungsi dun atau
dipergunakan untuk =arana pendidikan, sarane sostal, dan sarana olzh
R,

Fangunan fungsi 111 (liga) adalah bangunen yang berfunesi dan atau
dipergunakan wmuk wsaha dagang, perkantoran, egodung bioskop
rumzh kos, cucien mobil dan bangunan luin vang sejenic haik
PCIMANEN MAUPUN S25H permanen.

Bangunan finezsi 1Y (empat) adalah hangnan yung horfuggesi dan atan
dipergunakan untuk tempat industei yung melipuli pubrik dan lae
lempat pengeldban dari herbagal macam barange dan hasil bumi scrta
hangunan luinnya yang sejenis haik permanen maupun semi permanen,

Rangzunun fingsi V {limu) adalah bangunan vang berfungsi dun wlun
dipergnnakan untuk hudidava burung walet huik permanen maupLn
tidak permunen.

Baneunan lain-lain adalah bangunan-bangunay vang tidak termasok
sebagaimaoa dimaksud hurel a b, ¢ dun d zeperli antara lain
bangunan pagar, halaman parkir, Tanly jemne, teras, dermaga kapal,
ruah jalan baik vang menggunakan hahan kuvu, hesi, semen dan
kolam penampungan air |limbah industri,
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Klusifikasi Banganan

Fasal &

Terhadap bangunan fungsi LI 115 1V dan ¥ terschot dalam pasal 7 hoeul a,
By ¢, d.edan f bangunan dik lasifikasikan schagai berikut:

A,

Dangunan yang mempergunakan jenis material -

- Lamtai . Floar, Tepel.

- Eungka Atap v Kavu, Kelss 1 dan 11

- Atap : Seng, ashes, penteng hiasa, kodok,
thentonge atan sojenisiya.

- Linding . Bala, heton, tiang beton.

Bangunan yang imengpunakan jenis muterial -

- Lantsi v Teraso, keramik

- Rangkaatap o Kayn kelas T dan [

- Atap v Genleng beton, Nat beton
Dinding : Bati hata, liang beton,

Bangunan vange menggunakin jenis marerial -

- Lantai o Mlarmer, sranar
Ranghka atap v Kayukelss IHdan 1T

- Atap . Gieateng keramik, fat beton
Drinding © Ratu bata, tiang betsn, hosi

Bangunun yong mengsunaken jenis material wang lercuntum dalam
huruf o b dan e,

Hugian Keempat
Nyarat-syurat Banpunun
Pasal 9

Banguian haros dilbwal sesuai dengan gambar vane tefah disvahkan
clely Dhnes.
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Lelak danjarak Bangonan setenzah (172 x lebar jalan ditambah 2
(dua) M dari ibir sinuge bagian dalam Pokarangan,

Uitk Bungunan di aceah Perkotaon dun Posar disesuaikan dengan
keaduun medan.

Uniluk Perumahan Kompleks pemukiman vany sifutrva menggnnakan

Jatan khusus disesuathan dengan keadaan medandtokasi setempat.

Bangunan-bangunan harmes menpeunekan bahan-hahan yang kuat dau
haik.

Luas lubiang cshaya bila Pinte dan Jendela lenutup sekorang-
kurangmyva 3% (1ima persen) dari Juas lantai.

Semun Tembok kecuali Tembok Pagar Halaman herus dipusang kedap
ar {lrasraam/scmenraam} tingai lantal unlok bengunan sckurang
kurangnya 0,30 M dari latai dun Bangunan sckarang-kuranaoya 0,15
M bchihtinggi dar muka tanah Pekarangan,

Tinggi Pagar Tembok luar Pekarangan yung menghadap jalan tdak
boleh lebih tinggi dari | {safu} meetr, untuk ketinggion selebihnya
dibaat temibis pandangs,

Untuk Pekarangan vang bersda dipersimpangan 3 atau 4 dianggap
Rawan Kecelakuan Lalu Lintas, Pagar harus dibual bentok elip.

- Bangunan-bangunan hendaknya dilengkapi dengan W yung baik dan

termifup riepat serla diberi corong wnmnk pengeeluarun udara dan letak
suroiue sekurang-kurangrya 10 M dari lnbung peresapan Septitanl.,

. Rangunan barus dibuat drainasc agar tidak ferkeny penungan air di

pekaranpan sehingas tidak menimbulkao penvakit.

. Bangunan dilenghkani dengan Bk Pem buangan Sampals dan Bangunan

perenghkapair,
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. Bangunan wvang akan dibangun tidak mengganggu  pihak  Tain

sckitaniya,

Banpunan tidak dibenarkan menperpunaken bahan-bahan  yang
mudah terbakar.

. hegala pekerman yonp dilaksanakan pada woliu  Mendinkan

Bungunan tidak boleh mendarangkan herugiun pada tmah milik arang
[aim.

Femegang IME selivna masih dalam pelaksanaae diwajibloon menjaga
kesehatan pare Pehene dun ddak menggangeo kecelakoon Lale Lintas
serlamengotort jalan mmuom.

. Pemasgngan Instalasi Listeik dan Bangunan Indnseri haros

dilaksanakan olel Instalutir yang syah vang dikuatkan denezan Sunat
Pernyataan yaug disahban oleh Instansivang berwenin:.

BAH YV
KETENTUAN PERIZINAN
Barian Portama
Permohonan
Pasal 1)

serp vrang atau Hadan Hukom i ehan Mendirikan Bangunan
higrus memperolch |7in teelebily dubulu dard Kepala Dacrah.

(2} Untuk memperoleh IMB seburaimana dimaksid ava (1) pasal ind

barus menyampaikan Pennohonan terichih dabuly kepada Kepala
daerah melalui Kepata Drinis.



jdih.metrokota.go.id
BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

_B
Fazal 1

Eepala Daermbi tdak memberikan IME terhadop permobooan vang
diajukan kbusus penggunaan peruntukan bangunannya untuk Budidava
Sarang Burunp Walet dan yanpe berlokasi bemsingrungan lunmsong
disepaniang jalan Protokel yeitu Julan Jendral Swdirman. Jebun Achmoad
ant. Julaon Inmacn Boogol, Jalam aliecoaiil Llain sepeclt jle Unrat Ma, Yoz
Sudisa, Jln, Sukaene Hatea,

Bagian Keduoa
Persvaratan

Pasal 12

Permohonan sebapamuena dimaksud Pasal 6 & alas disjuken denpgan
relenpkapi persyacatan sebagai berikut :

(11 Untek Bangunan Fungsi L, 1L B, ¥ dan Bangunan-hangiman lainnya
g. |zin Peruntuken Peneerunaan Tansh (IFFT)

o Bk Koo Tanda Peoduduk {E TP

Rekaman Bkei Hak atas Tanah

Kekamun Tandy Lunas FEB Terzkhir

Sural Kuase apabils  pepandslansansn permohenan bukan

dilakukan oleh Pemohon sendiri,

f, Burat Ketcrangan dava dukung tanah dari Laboratorivm dan
diperhitungkan behan  terhadap bangunan vang  dircncanakan
herlantai 4 {cmpat) keatas.

1 3 =~ -

72} Untuk Baneunan Funpst TV selain syarat tersebud avat (1) pasal i
ditambal dengan :
a. Fckomendasi Akte Pendirian Poruzsabaan bagi yang berstatus
Dudan Hukum/Baden Usaha atuy Bekaman Anggaran Dasar yang
E
b, Surat Pemvataan Permobonan lentaoe Resaopeapon mesoalobe
persvaratan-persyaratan teknis Hangunan sesuai dengan pedoman
leknis viang diletapkan vleh Menterd Pekerjaan Umum, serta garis
sempadan jalan kocfisien dasar Banguoan Jan hoelsien laean

DBungunun vanp ditetapkan olch Kepala Daerah,
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c. Rekaman Rencanu Tata Hangunan Mrasarona Kawasan Industri
¥ang disetujoi oleh Kepala Dacrah dengan menunjukkan Kepling
untuk Bangonan yang bersangkutan, bagi Perusahaan Tndustii vang
berlokasi di Kawasan Indusrri,

d. Memiliki izin Undang-undang  sangpuan, kecuali bagi vang
keberaduunnya wajib amdal atau vane berlekas di dalam kawazan
vang, relah ditentukan.

Bagian Ketipga
Fenerhitan IMEBE
Pazaf 13
Kepila Dinas menguedakan Penelitian kelenpkupan  persyaratan
permahongn IMEB sebazuimana dimaksod Pazal 2, 10, 11 dan Pasal 12

Feraturan Dracral in,

lika Persvaratan tefub lengkap dan benar, Permohonan diterima dan
diberikon bukti tanda terima,

Dralam jangka waktu 4 (empa) huri kerfa satelah Permolenan dilerime,
pejabal sebaguimana terschot ayar (17 menetapkan besarnya refiibusi
yangwajib dibayvar

Berdasarkan penctapan sebagaimana tersebut dalam avat {33 Pemohan
mombavar Reiribusi.

Setelah melunasi Retribusi sebapaimana tersebud dalam wyat (4]
pemchen dapat melaksanakan permbanpunan seeara fisik,

Selelah Bangunan selesai Pemohon wajib menyvampaiken luporan
sccard erlulis dilenzkapi dengan

& Berita Acars Pemeriksaan dan Penpgawas vang relah diakreditusi.
b. Gambar ziap Bangun.
¢, Rekinan Bukti pembayaran Retrbosi.
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(71 Ketenmean schapaimana dimaksud ayat (37 dan (6) pasal ini, berlaku
khnsus untuk Bangunan yang dikelola celh Badan usaha atau
: Pororanmun Deweloper Real Estate, Porumnas, Rumah Sederhina,
Kumuh Sanpeal Sederbana aran Poromahan Earyuweun vang jumbalinga

lebih dari 10 unit scrta Bangunen lenssbul Fungsi 1Y dan W

sebagaimana dimakswed puda Pasal 7hwruf d dan ¢ Peraturan Daerah
ni.

Pa=zal 14

(11 Berdasarkan faporan dan Oerta Acara Pemeriksaan oleh Perugas,
Kepala Dinas atas noma Kepala DTherah mencrhitkan IMB.

{2y Jangka wakto Pencrbitan lzin Mendirikan Daogonan ditctapkan
sclambat-lambalnya 12 (dua belas) hari kerja terhitung  sejak
diterimanya laporan dan Berita Acara Pemcrikozaan.

(3) Bentok dan Macam Izin ditentukon oleh Kepala Crerah,

(4] lein Mendirikan Baogunan terschut dalam ayat (1) sehalizus berlaku
bagt penggunaan Bangunan.

BAE VI
LARANGAN DAN SANKSL PELANGGARAN
Ragian pertama
Larangan
Faxal 15
{1} Untuk hangunan fangsi [, [1 dan 111 schelum diterbitkan IMTB dilurang

memulal suaty pekerjuen bensunen sebopaimmana vane  duoaksud
Uadamm Pasal 7 Peeaturean Draerah ini.
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(h

(2}

(3

£4)

LY

Untuk bangunan fungsi 1V dan ¥ sena bangunan Perumahan
sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 Persturan Daceah ind, dilerang
moermilai suaty  pekergan sebelom memeiwhi ketentuan vang
dimaksud dalam pasal 13 ayat (1), (20, {37, (4}, {5} dan (8],

Bagian Kedus

Sankai Pelangzaran

P:% 16

IMB dapat dibatalkan dan atan dicaibuot apabila -

a. Fungsi Bangunan sudah tidak sesuai dengan izin vange diberikan,

b, Izin Mendiriken Bangunan (IMB} vang dikeluarkan didasarkan atas
kelerumzrun yang tidak henar,

c. Pekerjaan ditenda selama 6 {enami} bulan berturut-turnt keeuslj
apabila menurut Pertimhangan Kepala Dacrah penundaan
pekerjaan torschut disebabban suatu alasan yang fepat.

Apiabila 51 pemohon masih berkeinginan upfuk  melanjutkan
pekerjaannya yang ditunda schagaimana dimaksud evat {1} hurat ¢,
Pemobon diwajibkan diwajibkan membayar tambalan biaya sehesar
23% (dua pulub lima persen) dari Ketentuan yang ditetapkan dalam
Peraturan Draerah ini.

Bangunan yang dalam Pelaksanaan Pekerjaannya melunggar ketentuan
schagaimana vang telah ditetapkan dalam lzin Mendivikan Banpgunan
(IME) dapat dikenakan sanksi -

a. Kegiatan Mendirikan Dangunan dibentikan,

b. Bangunan disege].

c. Mhikenakan Denda.

d. Banpunan dibongkar,

Terhadap Bangunan yang didirikan tanpa memiliki Lbin Mendirikan
Bangunan {IMB), fetap berkewsjiban untuk memiliki 1zin Mendirikan
Bangunan (IMB) dengan prosedur sebapaimana dintur dalam
Ferabwan Dreruh mi dan dikenakan denda schesar 50% x jumilal
setorin menurut fungs: dan luas bangunan sebagaimana diatur dulam
Bub IX Pazal | % wval(2)huruf a, b, ¢ dun d.
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{4} Pengenaan Sanksidilaksanakan atas dasar Perintah Kepala Daerah,

HAR VIl
CARA MENGUEUERE TINGEAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 17

Tingkat penggunasn jasa divkerberdasarkan atas faklor luss lanah
bangunan, jumlah tingkat bangunan dan rencana penggunaan Dag i,

BAB VIIT
FRINSIP DAN SASARAN DALAM PENFTAPAN TARIF
Pasal 18

Prinsip dan sasaran dalam penetapan lanl Retribous didasarken pada mjoan
untuk menutop achagian ataw zama dengan bisya penyelengearaan yung
wehpull biays pengecekun, pengukuran, transportasi dalam rangka
pengawazan dan pengendalian serta pengadaan tanda pensewosan.

BAB IX
STRUKTUE DAN BESARNYA TARIF HETRIBUSI

Pasal 19

{1} Bagi seliap orang pribadi atau badan vang mendapatkian IMD wajib
membayar Retribusi,

(2] Hesarnya Refribusi IME adalah sebaweai berikut -
A u. Danpunan Fungsi | K lazifikasi a Rp. 1.0O00,-M42
h. Bangunan Funpsi I Klasifikas b Rp 150002
¢. Banpunan Fungsi | Klasifikasi ¢ Rp. 2.500.-/M2
d. Bangunan Funpesi | Klasifikasi d Rp. 2.000,-/M2
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{4)
(3)
(6

{7}

(&)

Lr.

Lintuk setiap pengajuan Permabonan IMB. selain dikenukan hiaya
dimaksud ayat {23 Pasal ini kepada Pemohon dibebankan belzty

peF@ onTe

=

[* L

Banpunan fungsi ¥ adaldh Budidaya Walel setivp ketingpian 4
{empath meter difitlune | (zatu) lantaq

H, UL IV dan % dengan Klasifikast w b, e, d dan & dikenakan

& i

Rangunan Fungsi 1L K lasifikasi a Rp. | 500432

. Bangunan Fungsi [T Klasifikasi b Rp, 1.750,-/M2

Bangunan Fungst 1 Klasifikasi ¢ Rp. 3.000-M72

. Bangunan Fungsi 11 Klasifikasi J Rp.2.500,-/M32

Rangunan Fungsi 1 Klasifikasi a Rp. 2500, /M2

- Banpunan Fungsi 11 Klasifikasi b Rp. 3.500,-/M2

Bangunan Fungsi I Klusifikasi ¢ Rp, 4, 5041.-/M2

- Ranguman Fungsi 11T Klasifikasi d Rp. 3.500-/M32

Bangunan Funesi IV Klasifikasi a Rp, 4,500 -M3
Bangunun Funpsi 1Y Klasitikasi b Rp. 5. 500.-M2

. Bungunan Fungsi IV Klasilikasi ¢ Rp. 7,500, M2
- Bangunan Fongsi 1Y Klagifikasi 4 Rp. 8506 -2

Bp. $.000,-7M2

- Terdadap Bangunan lain-lxio vang mencakup dalam Bangunan 1,

retribusi Rp. 1.0000,-/M2,

permbuatan Plat Nomaor Bp. 5.000,- (8ima rilu ropiah).

Riaya admirisirasi Bp. 10,000, - (sepuluh riba piak).

Atas Pembayaran hiava diberikan tanda bukti Pem hayaran,

Bangunan-bangunan yang fungsinyn untuk sarana Thadah dibehaskan

dari Betnibusi IMB.

Selain biays sebagairmane dimakesnd padaayat (2), (3 1dan (4) Peraturan

Dracrah initidak dipungue biava lainnya.

Bungutan sebagnimana tersebul dulam ayat (2) perda ini, disetorksn ko

Kas Daerah melahii Bank yang dimnjuk,
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(%) Pungutan sebupmimana tersebut dalam ayat (3) dun (4) guna
menunjang kelancaran dalam pelaksanmmn penyelesaian IMB maka
dapat langsung digunakan untuk biaya operasional dinas,

Pasal 24

Untuk  mengubah, menambal dam mecombuk/renavasi Banguian
dikenakan retribusi vang (anif sema dengan vang dimaksud Pasal 19 ayat
(213 dan (4) Peraturun Daerah i,

Pasal 21

(13 Terhadap Banguuan vang lebih dari satu tingkal muka tiap tingkat
dikenakian retribusi schagai herikut ;

TingkatkeIl =15 xtarif lantai | menn et fingsi Banrunan.
TinghatkeIll 2 xtarif lantai 1 mennnit fungsi Bangunan.
Tinphal ke 1V =25 x tarif laotai Lienurut fungsi Bangunao.
Terhadap Bangunan lingkat ke ¥ dan scterisnya kelipatan meaun
Jenjanga, b dun o

oo p

(2) Bangunan Tower, Menura air setiap kelipatan lingei 6 M dihitong sate
tinghat dan dikenakan retribusi sama dengan yang tersebor dalac buro
¢ aval(2)pasal 19 Perateran Daerah ini.

(1) Khusus bangunan vang lokasinva berda Ji J1 Jend. Sudirman, 7. A
ani dan J1. Trwan Bonjol recribusi IMB dikalikan 2 {dua) dari jumlah
harga terhilung.

BAR X
WILAYATI PEMLNGUTAN
Pasal L2}

Retribuzi dipungut di wilayah Traerah tempat pelayanao diberikan.
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BAR XI
TATA CARA PENETAPAN RETRIELSI
Pasal 23
(11 Penctapan Retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerhitkan SKRD

(23 Dalam SPTRD tidak dipenuhi olel Wajib Hetribsi sebagaimana
mestinya maka diterbitkan SKRD secura Jahatan,

{3} Bemwk dan |si SKRD sebapaimana dimaksud avar {2} ditetapkan aleh
Kepula acrah,

Fazal 24
Apabila berdasarkun hasil pemeriksaan ditenkan duta bamy dan wlou data
yang semuly belum terungkap yang menyebabkan penarnbahan jumlah
Retribust vang terotange, maka dikelwarkan SKRD tambaban,
DAH XIT
TATA CARAPEMUNGUTAN
Pasal 25
(17 I-‘nmun_g,urauRﬂﬁhusitjdnkdupatdilmr-nngkan.
(23 Retribusi dipungot dengan menpg unakon SKRD.
EAR XIII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 26
{1} Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Duerah melalui Bank Ve

ditunjuk sesuai dengan wakiu yang ditentukan denzan menggunakan
SERDY,
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(2)

(1

(2}

(3)

(1
()

(2)

- 2} -
Dualum hal pembayaran dilekukan di Baok vang ditunjuk, maka hasil
pencrimaan Retribusi hars diselor ke Kas Daejal dalum wmk
tertentu vang ditetapkan oleh Kepala Dasrah,

{atacar Pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diator
dengan Keputnzan Kepala Duerah.

Kenutisan sebagaimana dimaksud ayat {3} sebelum ditetapkan Kepala
Daeran terlehih dabulu dimusyawarabkan dan discrujni aleh DPRD.

Pasal 27
Ranzan gan Keputusan Kepala Daerah schagainuna dimaksud pasal 26
ayat {3) dizampaikan kepada DPRED zelambat-lam hatnya | (salu} bulan
sedelah Peraniean Diaeruh ini dinndangkan.

Batas waktu pembahasun sampai dengan persetujuan DPRD adalak 2
{dua)bu lan sejak Rancangan Kepulusan Kcpala Draereh diterima,

Apabila sampai batas wakto schagaimana dimaksnd ayal 2y helum ada
keputnzan dari DPRD make Rancangan Keputusan dimaksud
dianggap disetujui DPRD.

Pasul 2X

pemhayaran Reiribusi haros dilakukun sceara tonaidlunas.,

Tata cars Pembaysran Retribusi schagaimana dimaksud ayal (2}
ditetapkan vleh Kepala Doerah.

Pasal 19

Pemlxiviran Retribusi sebapaimana dimaksud pada ]".:aa] 28 diherikan
randa bukti pembayacan.

Sctiap, Pembayaran dicatal dulam buky penerimaan.
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(3)

(1

{2}

(3)

(e

2)

{3)

=31 -

Bentuk, 151, Kwalitas, vkuran Buku dan tanda buki Pembayaran
retribusi ditetapkan oloh Kepala Daerab,

BABR XIV
TATA CARA PEMEBUKUAN DAN PEILAPORAM
Fazal M

SKRIY, SERD secary Jubatan schagaimana dingak sud dalem Pasal 21
dicatat dalam Buku Jenis Refeibwsi masing-masing.

ST‘-'-I'!:D. SERD secara Jabatan, SKRD tanbaban den SKRIY unmk
masing-masing wajib Retribusi dicatal sesuai dengan NPWRD.

Arsip Dokumen yang telah dicatse disimpan sesuai dengan nomaor
berkas secara berurutan,

Fasal 31

Bosarnya penetapan dan penyetoran retribusi dihimpun dulem Boko
Jenis Retribusi.

Adas Dasar buku jenis Retribusi sebagaimana dimaksod pada ayut {1}
dibuat dattar penerimaan per jenis retribusgi.

Berdasurkan Daftar Penerimain schagamana dimaksud pada ayat (2)
dibuat laporan Realisasi penerimaan per jenis Retribusi sesuai dengan
masa Retribusi,
BAR XV
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 32

() Pengelusran Surar Teguran/Peringatan/Surat iy yang sejenis schagai

wwal tindakan pelaksansan penagihan Retribusi dikeluarkan segera
screlal 7 (lujuh) hari scjak jath tempo pembayaran.
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{2} Thlam jangka wakw 7 (wjub} War sejak tanegal sorat tegurand

penngatan’surat lain yang scjenis Wajib Retribusi hamis melanasi
Rerribusinya.

{3} Surat Tepuran schagaimana dimaksud avar (1) dikelvackan oleh
Pejabar vang difunjuk.

Pasal 33
Bentuk-bentuk  formulir yang dipergunakan wntuk  melaksanakan
penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (1) ditetapkan
wleh Kepala Dacrah.
BAR XVI

TAT CARA PENGURANGAN, KERINGANAN
AN FEMBEDASAN RETRIBUSI

I'asal 34

(1) Kepala Daceah dapat memberikan pengurangan. kerinpganan dan
peinbebasan Relribusi.

(2) Tata cara pemhcrian pengurangan, herineanan dan pembebasan
Retribusi sebapaimana dimaksud pads ayat 1) ditctapkan oleh Kepala
Diaerah.

BAR XVII

TATA CARA PEMHBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN,
PENGHAPUSAN ATATU PENGURANGAN SANKSI
ADMINISTRASL
DAN PEMEATALAN

Pasal 35
{1} Wujib Retribusi dapat mengajukan permohosan permbetulan SKRD

yang dalam pengebitaniva terdapat kesalahun tulis dan atan kekelinean
dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Betribust Daerah.
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{2} Wajih Retribuzi dapat mengajukan permaohonan pengurangan atau

{3}

{4

(3]

()

i1

(

!

penghapuzan sanksi administrasi herupa bunga dan kenaikan Retribusi
karena kekhilatan Wajih Retribusi atan hukan karena kesalahannya.

Wagil Retribusi dapat mengajukan  permolionan  pengurangan
pembatalan ketetapan Retribusi yang ridak henar.

Permohonan  pembetitan schagaimana dimaksod pada ayat {1
pongurangan  ketetapan, pengurangan atau penghapusan  zanksi
administrasi schagaimana dimaksud pada ayar (23 dan pembatalan
schagaimans dimaksud pada ayat (3% harus disampaikan secara rertulis
nleh Wajib Retribusi kepada Kepala aerah, atan Mgjabat wang
diunjuk laing Eama 30 ¢tiga puluh} hari scjak tanggal diterima SKRED
dengan memberikan alazan vang jelas dan meyakinkan wonuk
mendukung permohonannya.

Keputusan atas Permchonan schagaimana dimaksud pada ayat (2)
dikelvarkan oleh Kepala Daerah atsn Pejubat yang ditunjuk paling
larmna 2 {1iga) bulan sejak Surat permohonan diterima.

Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan schagaimana dimaksud avat (5)
Bepalw Duerah ataw Pejabat vang ditunjuk tidak  memberikan
keputusun maks permohonan pombetulan pengurangan kotctapan,
penghapusan alsy pengurangan sanksi adminitrest dan pembatalan
disnggap dikabulkan.

BAER XVINI
TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN
Fazal Ji
Wajib Betribusi dupat mengwjukun permohonan keheratan atas SE R
Permohomn  kebeiatan  sebapaumuena dimaksud  avat {13, harus

disampaikan secars fecfulis kepada Kepalo Duersh. atau pejebar vang
ditunjuk paling fama 2 (doa) bulan sejak tanegal SERD.
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(4)

(L)

L2

(3]

(1)

2

i T
Pengajuan keberatan tidak mevunds pembayuran.

Permohonan keheratan sebagaimana dimakswd ayat (1) dan avat (2}
harns dipwtuskan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang dituisjuk dalam
Jungks waktu paling lama & {enam} bulan sejak tanggal Surar
Permabonan Keberatan diterima.

BAB XIX

TAT CARA PENGHITUNGAN FENGEMBALIAN
KLLERTHAN FEMBAYARAN RETRIBUSL.

Pasal 37

Wajib Retribusi hams mengajukan Permohonan secara tertulis kepoda
Kepala Daerah untuk Perhitungan pengembalion  kelebihan
pembavaren Ketribusi.

Alas dasur permohanan sehagaimana dinabsud wvet (1) atau kelehiban
pemhbayaran Reteibusi dapal lingsung diperhitungkan teelebib duhulu
denpan utang Retribuzi dan sanksi administrasi berupa nga olels
Eeepula dacrah.

Alas permohonan schagaimana domubswl ayul {2) vang berhak atas
kclchiban pembayaren Retribusi selenjutma.

Pasal 3§

alam hal kelebiban pembuyaran Retribagi yang masih tersise seeclal
dilakukan perhitungan sebapgaimana dimaksud Pasal 27
diterbitkan SKRILE paling lambat 2{dua} bulan sejak diterimamea
permohonan pengembalian kelchihan pembayacan Retribusi.

Eelebihan pembayaran Rewibust sebagaimana dimaksud avar (1)
dikemhalikan kepada Wajib Retribusi vang paling lambat 2 {dua) bulan
sejak diterbitkannya SKRTILE,
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i1

)

{1}

2}

2)

- 250
Pengembalian kclehihan pembayaran Retnbuozi dilakokan setelah
[ewat waktu 2 (dua) bulen sejuk diterbitken SKEDLE. Kepala Dacrah
memberikan imbalan bunga 2% [dwa person} sebulan ataw
keterlambatan pembayuran kelebihan Retnbuosi,

Pasal 3%

Pengembalian sebaxaimona dimaksud Pasal 58 dilakokan dengan
menerlitkan Surar Periatah Membavar kelebiban Betoibusi.

Atas pefwlongan sebagaunans dioaksud pasal 38 diterbatkan bukt
pemindah bukuan vang berlakn juga sebapai buke pembavaran.

BADl XX
KEETENTUAN PESNGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 4i

Pengawaszan dan pengendalian pelaksanaan Peraturan Dacrah ind
dilakzenakanalch Kepala Dacrah atan Pejabat lain yang ditungulk.

Tt cara pelaksanann pengawasan dan pengendulion schagaimana
dimakswd ayac ({1 hditeta pkan aleh Kepala Daeral

BATR XXI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 41
Wajil Ietribusi vang tduk meluksinukan kewajibannya sebingga

moerngikan Kevangan Daeral, dincun denpan Pidany Kunmgan
puling lama & (enam} bulan atan denda paling kanvak J {empal) kol

jumlah Retribuzi tzritang.

Uindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayet (19 Pasal ini adalah
pelungnraran.
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Pelugas pelaksana yang dengan sengaga melakukan tindskan vang nyata-
myata merugikan Pemnerinh Daerah den atau masyarakat akan diambil

{13

2}

tindakun sesuai peraturan Penindang-undangan vaoge berlaku.

BABR XXII
PENYIIHNEAN
Tusul 4.3

Pejabat Pegawai negerd Sipil erlentu i Lingkongan Peserioluls
Drverab dibert wewenang khusins sehagai Penvidik untuk melaionican
penyidikan dimaksud dalom Undang-undang ~omoe 8 Talun 1981
tenfang Elulkum Acura Pidana.

Wawenaip Menyidik sebamaimana dimaksud padaavat {1 adalah -

A, Menerima. mencari dan mengumpulkan dan menelin kererangan
atan laporan b2rbenaan Jenean Tindak Pidana di bidang Relrbuosi
Diaerah aour keterangan atan [apoise tersebul menjadi lengkap dao
jclas.

b. Meneliti. menzari dan menpnmpulken keterangan mengenai orang
pribadi arau hadan teitang kebenaran perbuatan yang Jilakukan
sehobungan dengan tindak pidana di bidiog Retnbusi [acrab,

. Meminta kelerungan dan bahan bkt dari oreng pribadi atan badan
sehubungan dengantindak pidana dibideng Retribusi Daerah.

d. Muoimeriksa buku-buku, caratan-catatan dan dokomeon-dokiinen
lain berkenaan dengan tindak piduna di bidang Retribusi Dracruh.
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—

A Tk

Melukuban  penppeledaban untuk  mendapatkan  hahan  bubkti
nemukuan, pconcatetan dan dokumen-dokumen fain zerfa
melakukan penyitaan terhadap hahan bukt tersebut:

Memima bantuan tenaga ahli dalam rangks melakssmalan lugus
penvidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daecah;

Menvuruh berbenll dau atau welarang seseorang meninggalkan
rangan atan tempat pada sast pemenksaen ssdang berlangsong
dam memertksa dbentitas arang dan aran dokwmen yang dibawa
schapaimana yang dimaksud puda hural o)

. Memotret seseorung untuk didenpgar keteraneanoyva dan diperiksa

sehagaitersangka atan saksi;

Menghontikan penyidikan;

. Melokukan tindakan lain veng perlu ontuk kelancaran penyidikan

tindak pidana di bidang Retritnsi Daerah memewr Hokam vang
Jupat diperlanpeunejawabkan;

Fenyidik sebapwimana dimaksud puda wval (1) memberituhukan
dimnlainva penvidikan dan mevampaikean hasil penyidikannya kepada
Penuniul Umum sesusi denean kelentuan yung digtur dalaen Todung-
unddang Moamor & Tahon 1981, fentang Hukum Acara Pidana.

BAR XXTI

KETENTU AN PENUTUP

Pasnl 44

Denpan berlakunva Peraturan lacrah ini. maka sogala ketoentnan wang
mengutur hal vang sama dan atan hertonan gan dengan Peratucan Dhaerih ini
dinyatakan tidak berlaku laal,
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Paxal 45

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Dacrah ini akan diamor dengan Kepulusan
Kepala Daemah.

¥ Pasul 46

Peratwean Daerah int muai herlakno pada tanpgal diundengkan

Agar supaya setiap vreng dapat mengetabuiva, memerintzhkan
Pengundungan  peraturan Daecall ini dengan  penempatanoye  dalom
Leimbatan Daerah Kota meten.

Dizuhkan di Metra
Pada tanggal 24 Agustus 204

WALIKOTA METRC),
Cap/dio
MO ES HERMAN

[sahkoam di Metmo

Pada tangeal 7 Septemhber 2000
Sehretaris acrah Kora Metro,
Pelakzana Tugas,

T

MUHAMMAD CHANAFIL, SH
ENATA TK. [ NIP 4600] 2857

LEMEARAN DAERAH KOUTA METRO TAHUN 2000 NOMOR 17 3ER B SHOMOE ?



